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ABSTRAK -

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program pemberian bantuan
prasarana sarana dan utilitas bagi kelompok masyarakat yang transparan,
akuntabel, dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pemberian bantuan
prasarana sarana dan utilitas bagi kelompok Masyarakat.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5188)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624); Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat



dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511).

Dalam Peraturan Bupati ini Pemberian bantuan prasarana, sarana, dan
utilitas bertujuan untuk peningkatan kualitas PSU yang berada di lokasi
yang bukan milik Pemerintah Daerah, meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2025.



